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'jJQuoVadis" RUU Mahkamah Agung
Ol eli ROMLI ATMASASMITA

Pasca- Reformasi,
bandul kekuasaan
di antara ketiga pi-

lar kekuasaan negara te-
lah berpindah dari ekse-
kutif ke legislatif. Itulah
kenyataan praktik ketata-
negaraan yang tengah
berlangsung di Indonesia.

RJrU, tarnpaknya, obsesi keku-
asaan legislatif merambah ke ke-
kuasaan yudikatif, yaitu lewat
inisiatif DPR mengajukan RUU
tentang Mahkamah Agung (RUU
MA).

Maksud penyusun RUU MA
baik, yakni menyambut pemisah-
an kamar-kamar pada MA Saat
ini ada tujuh kamar dengan ha-
kim majelis spesialis: perdata, pi-
dana, tata usaha negara, tata ne-
gara, agama, militer, dan kamar
pajak (Pasal 25). RUU MA juga
untuk menyempurnakan proses
pengajuan banding, kasasi, dan
peninjauan kembali dengan me-
matok batas waktu sehingga di-
harapkan ada kepastian hukum
bagi setiap pencari keadilan.

Materi muatan RUU MA yang

terdiri atas 11 babdan 103 pasal
juga memuat ruang untuk mem-
berikan koreksi kepada MA dah
badan peradilan di bawahnya.
Baik yang bersifat administratif
maupun pidana, tetapi belum ada
koreksi yang bersifat perdata.

Ketentuan korektifbersifat pi-
dana mungkin dianggap oleh pe-
nyusunnya suatu kemajuan. Na-
mun, jika didalami benar dan
obyektif, langkah korektif pidana
ini dapat berefek ganda. Pertarna,
kinerja hakirn akan semakin teliti
dan benar, Kedua, juga ada ke-
mungkinan terjadi "stagnasi" se-
mangat kerja para hakirn.

Bahkan, langkah korektif pida-
na ini akan mendegradasi pemi-
kiran para hakirn. Mereka bisa
sangat legalistik dan menjadi so-
sok safety player, bukan berda-
sarkan keyakinan dan demi untuk
keadilan dalam membuat putusan
sebagaimana telah diatur dalam
KllliAP (jika perkara pidana). Bu-
nyi ketentuan Bab VIII tentang :
Larangan, diperkuat ketentuan
sanksi pidana dalam Bab IX, sung-
guh memprihatinkan. Penyusun
RUU MA tampaknya beranggap-
an: ketentuan ancaman pidana-
paling lama penjara 10 tahun dan

akibatkan kerusuhan, huru-hara,
(3) membuat putusan yang tidak
mungkin dilaksanakan karena
bertentangan dengan realitas
masyarakat, adat istiadat, dan ke-
biasaan turun-temurun sehingga

Subyektivitas penyusun RUU mengakibatkan pertikaian dan
Hallain,jika membaca keten- keributan; (4) dilarang mengu-

tuan larangan (pasal 95), hampir bah Keputusan Bersama Ketua
dipastikan lima jenis perbuatan MA dan Ketua Komisi Yudisial
yang dilarang tak mudah pem- secara sepihak dan/atau Kepu-
buktiannya. Bahkan, adanya ke- tusan Bersama tentang Kode Etik
tentuan larangan tersebut tum- dan Pedoman Perilaku Hakirn
pang tindih dengan ketentuan secara sepihak.
pasal suap dan gratifikasi yang Secara obyektif semua keten-
telah diatur UU No 31/1999, yang tuan perbuatan yang dilarang itu
diubah dengan UU No 20/2001. . .. --

Limajenis perbuatan yang di- • ftencermmkan sub~ektI~tas pe-
larang dimaksud: (1) mengguna- nyusun RUU MA Alih-alih ~e~-
kan jabatan dan atau kekuasaan perkuat kekuasaan kehakirnan

. untuk kepentingan pribadi atau yang me.rd~ka dan bebas penga-
pihak lain atau keluarga yang ruh dari siapa ,?un, RUU MA
punya hubungan pekerjaan, par- telah membuat kub~an t;rha~
tai/finansial atau punya nilai ~ap ke~asaan kehakirnan . I~
ekonomis; (2) merekayasa fakta- justru di tengah-tengah. ~ondisI
fakta hukum dalam penanganan mas~arakat masa tran~IsI yang
perkara; (3) menggunakan kapa- mas.ih menampakkan sikap ano-
sitas dan otoritasnya untuk mela- ~alI tentang ar~ yang benar dan
kukan penekanan secara fisik sika~ yang dibenarkan dalam
atau psikis: (4) meminta dan atau ~en]al~an ke~asaan keha-
menerima hadiah dan/atau ke- kiman di Indonesia,
untungan, serta (5) melarang ke- Bahkan: RUY ~ tel~. beri
luarga meminta dan atau mene- ruang bag! politisi beropini ter-

hadap pelaksanaan tugas dan we-
wenang MA dalam bentuk hasil
pengawasan atas penyimpangan
terhadap UU. Tampaknya penyu-
sun RUU MA hendak meningkat-
kannya dari sekadar "rapat kon-
sultasi" menjadi "rapat kerja" de-
ngan MA RUU MA menempat-
kan kekuasaan legislatif jadi lex
supreme dengan karakter prim us
interpares terhadap kekuasaan
eksekutif dan yudikatif. Quo vadis
kekuasaan kehakirnan yang mer-
deka dan bertanggung jawab!
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atau/denda paling banyak Rp 10
miliar-merupakan solusi satu-sa-
tunya yang akan memberikan efek
jera, baik terhadap hakirn ber-
sangkutan maupun hakim lain.

rima hadiah dan atau keuntung-
an sehubungan jabatannya serta
bertindak diskriminatif.

Kelima perbuatan yang dila-
rang sungguh tak mudah mene-
mukannya, bahkan membukti-
kannya, kecuali informasi atau
laporan yang bersifat anonirn.
Termasuk fitnah atas dasar ke-
bencian atau kalah perkara

Larangan perbuatan juga ber-
laku untuk hakim agung (Pasal
97). Hal yang dilarang: (1) mem-
buat putusan yang melanggar un-
dang-undang, (2) membuat pu-
tusan yang menimbulkan keo-
naran dan kerusakan serta meng-
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